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KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

1. Mengetahui peraturan tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya;
2. Memiliki kemampuan mengolah data Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
3. Teliti dan komunikatif.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
121, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Peraturan Perundangan terkait Pejabat Fungsional Tertentu;
2. Data Pejabat Fungsional Tertentu;
3. Format Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
4. Pengumuman;
5. Fom Check List;
6. Lembar Tanda Terima Berkas;
7. Form Rekapitulasi.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Tertentu terhambat.
2. Pejabat fungsional tertentu akan diberikan waktu 1 hari kerja untuk melengkapi DUPAK yang tidak memenuhi syarat.

1. Pencatatan Nomor Naskah Dinas;

2. Pendataan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).







